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PENETAPAN UPAH MINIMT'M KOTA METRO TAHUN 2024

GT'BERITI'R LII.UPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l tentang
Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, perlu menetapkan Upah
Minimum Kota Metro Tahun 2024 dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 teotang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaim2l6 telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan
Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja
Dewan Pengupahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi L^ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi l^ampung;

1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor :

B-tM / 243 I Hl.Ol.OO I Xl I 2023, Hal Penyampaian Informasi
Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2O24 serta Data
Kondisi Ekonomi dan Ketenagale4'aan untuk penetapan
Upah Minimum Tahun 2024, tanggal l5 November 2023;;

2. Keputusan Gubernur la.mpung Nomor :

A/571 /V.O8/HK/2021 tentang penetapan Keanggotaan
Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2O2l_2O2+;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

c / 694 / V .O8 I HK / 2023 tentang penetapan Upah Minimum
Provinsi la.mpung Tahun 2024;
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4. Surat Walikota Metro Nomor : 56O/1756/D-7/O212O23,
hal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Metro
Tahtn2024;

5. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2023, tanggal 28 November 2023;

6. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi la.mpung
Nomor : O6/DEPERPROV/2023, hd Permohonan
Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota
Bandar Lampung, Metro Way kianan, Mesuji dan Lampung
Selatan Tahun 2O24;

MEMUTUSKAN:

I(EPUII'SAI| GI'BERIIT'R TEITTAITG PEI{EtrAPAN UPAH
TUUUUU trOTA UETR,O TAEI'II 2UI4.
Menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2024
sebesar Rp2.726.1O4,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam
ribu seratus empat rupiah) perbulan.
Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) Metro
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi
pekeg'a yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu)
Tahun.
Pengusaha/ perusahaan wajib menyusun dan menerapkan
struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja I (satu) tahun atau lebih.

Pengu saha/ perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah
dari Upah Minimum I Kota - yang telah ditetapkan dalam
Keputusan ini.
Ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Metro sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dikecualikan bagi Usaha Mikro
dan Usaha Kecil.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2024
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetun g
pada tanggal 7-o - t t -2023
GT'BERJII,'R LAMPT'NG,

Tembusan: 
ARTI'AL D'uIcArDr

l. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagake{aan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Wa-likota se-Provinsi L€mpung;
5. Kepa.la Badan Kesatuan Bangsa dan politik Daerah provinsi Lampung di Bandar Lampung;6 Kepala Biro Kesejahteraan Ralryat Setda provinsi l,ampung di Teiut<tetung;7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
I Kepala BPJS Ketenagakeiaan Lampung di Etandar Lampung;9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat pekeda/Buruh Tingkat provinsi-Lampung;
1 1. Ketua Dewan pengupahan provinsi l^ampung di Bandar Lampung.


